
BUPATI DOMPU 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI DOMPU -
NOMOR £3 TAHUN 2038 

"'"> TENTANG \ :ll % t t ; 

PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU . 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DOMPU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ke tentuan da lam Pasal 13 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor - 60 T a h u n 2008 
tentang Sistem Pengendalian In t e rn : . Pemerintah, 
Kepala Perangkat Daerah waj ib me lakukan peni la ian 

, Resiko;.- ^ 
b. bahwa da lam rangka penmgkatan .kual i tas penerapan 

SPIP, d iper lukan pedoman peni la ian resiko yang 
dapat d i gunakan u n t u k menyusun dokumen peni la ian 
resiko sebagai pengendal ian-atas kegiatan u t a m a pada 
se luruh Perangkat Daerah d i l ingkungan Pemerintah 
Kabupaten Dompu ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan v sebagaimana' 
d imaksud da lam h u r u f a dan , h u r u f b, pcr lu 
menetapkan ^ Peraturan .5-Bupati-';- tentang v Pedoman 
Penilaian Resiko pada Perangkat . Daerah d i L ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Dompu ; \ ~ 

Mengingat . : 1. Undang-Undang Nomor 69 i T a h u n 1958 tentang 
Pembentukan: Daerah-daerah T ingkat I I Da lam Wilayah 
Daerah-daerah T ingkat I Bal i , Nusa. Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara T i m u r (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor - 17 i T a h u n 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Republ ik 
Indonesia Nomor 4286); -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan : Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor, 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); ' . •.• 

4. Undang-Undang Nomor 23 } T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan • Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n . 2014 Nomor 224, - i Tambahan 



Lembaran Negara Republ ik " Indonesia Nomor 5597) 
sebagaimana telah d iubah ; beberapa ;.kali, t e rakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n .2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun. : 2008 tentang 
Sistem Pengendalian In te rn Pemerintah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n .2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia.Nomor 

, 4890); " •/:'•-•.."' 
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan . Sistem Pengendalian 
In t e rn Pemerintah; 

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan _: Nomor Pcr-688/K/D4/2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko d i L ingkungan 
Instans i Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten D o m p u Nomor 23 
Tahun 2 0 1 1 : tentang U r u s a n ; Pemerintah Kabupaten 
Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten D o m p u Tahun 
2008 Nomor 0 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
D o m p u Nomor 0108); ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten D o m p u 7 Nomor T a h u n 
2016 tentang Organisasi Perangkat .Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten D o m p u T a h u n 2014 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten D o m p u 

. Nomor 1415); . : ? :T ' 

MEMUTUSKAN: ' '. \\ 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN 
RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

. PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU, . 

BAB I 

ftv; KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten D o m p u . 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i sebagai u n s u r 

penyelenggara. Pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksanaan >:1 u r u s a n pemer intahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. ; ; ^ : A 

3. Bupat i adalah Bupa t i Dompu . ?. ;*i 
4. Perangkat Daerah adalah . u n s u r ; pembantu . B u p a t i 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemer intahan: yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Inspektorat Kabupaten D o m p u yang selanjutnya 
d iscbut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang 



merupakan aparat pengawasan in te rn pemerintah yang 
bertanggungjawab langsung kepada Bupa t i . :=v 

6. Sistem Pengendalian In te rn Pemerintah yang selanjutnya 
dis ingkat SPIP adalah sistem pengendalian in t e rn yang 
diselenggarakan secara menye luruh d i l ingkungan 
Pemerintah Daerah. • . j 

7. Penilaian Resiko adalah kcmungk inan kcjadian yang 
mengancam pencapaian t u j u a n kegiatan dan sasaran 
Perangkat Daerah. r •' 

8. Analisis Resiko adalah proses cpen i la ian terhadap 
resiko yang { ; te lah teridenti f ikasi dalam rangka 
mengestimasi k cmungk inan m u n c u l n y a dan besaran 
dampaknya u n t u k m c n e t a p k a n . level a tau status 
res ikonya. - . i . - k-- " • v 

9. Ident i f ikasi Resiko adalah proses mcnetapkan apa, 
d imana, kapan, mengapa, dan ; bagaimana sesuatu 
dapat ter jadi sehingga dapat berdampak negatif 
terhadap pencapaian t u j u a n . • v k 

10. Rencana T indak Pengendalian yang ^selanjutnya 
dis ingkat RTP adalah u r a i a n : ••; tentang kegiatan 
pengendal ian: yang akan d i l akukan oleh Perangkat 
Daerah." - . . {'-i ftft;!-'-;"- ; '/"- jr-v 

1 1 . Reviu adalah penelaahan u l a n g b u k t i - b u k t i sua tu 
kegiatan u n t u k memast ikan bahwa kegiatan tersebut 
telah d i laksanakan sesuai dengan ~ ke tentuan, standar, 
rencana, a tau no rma yang te lah d i te tapkan. r 

12. Evaluasi adalah rangka ian memband ingkan hasi l 
a tau prestasi sua tu kegiatan dengan; standar, rencana, 
a tau yang te lah d i te tapkan dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasi lan a tau kegagalan 
sua tu kegiatan da lam mencapai t u j u a n . . 

13. Rencana Kcrja dan Anggaran Perangkat 'Daerah yang 
selanjutnya . d isebut . RKA adalah dokumen 
pcrencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. ) 

Pasal 2 : 

(1) Peraturan Bupa t i i n i d imaksudkan sebagai acuan 
bagi pe jabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah 
u n t u k me lakukan Penilaian Resiko pada setiap 
Perangkat Daerah. 

(2) Peraturan Bupa t i i n i ber tu juan : 
a. menganl is jpasi dan menangani segala ben tuk 

Resiko secara efektif dan efisien; dan 
b. mengidenti f ikasi , menganalisis, d a n mengendal ikan 

Resiko serta memantau i akt i f i tas pengendalian 
Resiko. 



BAB I I • 
PENYELENGGARAAN PENILAIAN RESIKO 

Bagian Kcsatu ; 
Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko 

• Pasal 3 , . * 

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib mc l akukan Penilaian 
Resiko.- ..' ••* ] c . ' i 

(2) Penilaian Resiko sebagaimana- d imaksud J pada ayat 
(1), d i l a k u k a n da lam bentuk : 
a. penyusunan dokumen Penilaian Resiko Perangkat 

Daerah; . - ?; - • • 
b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada 

da lam dokumen rencana t indak pengendalian; dan 
c. pelaporan i pelaksanaan kegiatan pengendalian yang 

ada da lam dokumen rencana t indak pengendalian. 
(3) Penilaian Resiko sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), d iu tamakan pada kegiatan u t a m a yang memi l i k i 
peran besar pada pencapaian sasarn u t a m a 
Perangkat Daerah. - " 

(4) Penyusunan -dokumen Penilaian Resiko sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f ; a, d i laksanakan 
bersamaan dengan proses penyusunan dokumen 
RKA yang d imu la i dengan terb i tnya surat edaran dar i 
Bupa t i tentang pedoman penyusunan RKA. 

Pasal 4 -

Da lam ha l pelaksanaan Penilaian Resiko sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 3 ayat ; (1), kepala Perangkat 
Daerah mcnetapkan: 
a. t u j u a n Perangkat Daerah; dan 
b. t u j u a n pada t ingkatan kegiatan. 

Pasal 5 

(1) Tu juan Perangkat Daerah sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 4; h u r u f a, memuat pernyataan dan arahan 
yang spesii lk, t e rukur , dapat tercapai, real ist is, dan 
ter ikat w a k t u . • ' 'i-'ivi:',. 

(2) Tu juan , Perangkat Daerah sebagaimana d i m a k s u d 
pada ayat (1), wajib d ikomun ikas ikan kepada se lu ruh 

• pegawai. •. -, 
(3) U n t u k mencapai tu juan Perangkat Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah 
mcnetapkan: 
a. strategi operasional yang konsistcn; dan 
b. strategi .-. imanajemen terintegrasi dan rencana 

Penilaian Resiko. 



Pasa l6 

Penetapan t u j u a n pada t ingka tan kegiatan sebagaimana 
d imaksud da lam : pasal 4 h u r u f b, ^ pa l ing sedikit 
memperhat ikan ke tentuan sebagai ber ikut : ^ - : :,: 
a. berdasarkan pada t u j u a n d a n .rencana strategis 

Perangkat Daerah; 
b. mengandung u n s u r kr i t e r ia pengukuran ; 
c. d i d u k u n g sumber daya Perangkat Daerah yang 

eukup ; d a n : 
d. mel ibatkan se luruh t ingkat pejabat da lam proses 

penetapannya. : 

Pasal 7 * 

(1) Penilaian Resiko sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 
ayat (1), t e rd i r i atas: 
a. ident i f ikasi resiko; dan 
b. analisis resiko. ; • 

(2) Ident i f ikasi Resiko sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f a, paling sedikit d i laksanakan dengan:,. 
a. menggunakan metodologi yang sesuai u n t u k t u j u a n 

P e r a n g k a t D a e r a h dan : t u j u a n pada t ingka tan 
kegiatan secara komprehensi f ; 

b. menggunakan mekanisme yang memadai u n t u k 
mengenal i Resiko dar i faktor ekstcrnal dan faktor 
in terna l ; dan 

c. meni la i faktor l a in yang dapat mcn ingka tkan Resiko. 
(3) Analisis Resiko sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f b, d i laksanakan u n t u k menen tukan dampak dar i 
Resiko yang telah di ident i f ikasi terhadap pencapaian 
tu juan Perangkat Daerah. 

Pasa l8 

Kepala Perangkat Daerah mencrapkan pr ins ip kehat i -
ha t i an da lam. .menentukan .t ingkat.. :Resiko yang dapat ^ 
d i ter ima. 

Pasal 9 

(1) Resiko yang te lah di ident i f ikasi dan dianal is is 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 
d i l an ju tkan dengan m c n y u s u n rencana tapak t indak 
pengendalian., : * 

(2) Penyusunan rencana tapak sebagaimana d imaksud 
pada ayat , (1), u n t u k memin ima lkan m u n c u l n y a 
Resiko dan dampak yang d ihas i lkan. " 

Pasal 10 

(1) Kegiatan ident i f ikasi t u j u a n , Ident i f ikasi Resiko, d a n 
penyusunan RTP, ; akan menghas i lkan dokumen 
Penilaian Resiko yang terd i r i dar i : 
a. daftar t u j u a n ; - r v . 



b. daftar resiko; dan 
c. dokumen RTP. 

(2) Draft dokumen Penilaian Resiko sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), merupakan salah satu kelengkapan 
atas dokumen RKA yang >diserahkan : kepada t i m 
anggaran Pemerintah Daerah. 

(3) Inspektorat mc l akukan Rcviu atas draft dokumen 
Penilaian Resiko sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), bersamaan dengan Reviu atas RKA. 

(4) Hasi l Reviu da r i Inspektorat sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3), d i jad ikan bahan u n t u k mempcrba ik i draft 
dokumen Penilaian Resiko yang d i susun oleh 
Perangkat Daerah. 

(5) Dokumen Penilaian Resiko sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), dapat d ipcrba ik i sesuai dengan pengesahan 
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Bagian Kedua • 
Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko 

Pasal 11 

(1) . Dokumen Penilaian Resiko yang te lah d i tandatangani 
oleh kepala Perangkat Daerah d iscrahkan kepada 
Bupa t i mela lu i Inspektorat . 

(2) Penyerahan dokumen Penilaian Resiko sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), d i laksanakan pada saat 
penandatanganan dokumen perjanj ian k ine i j a kepala 
Perangkat Daerah yang d i l akukan pal ing lambat 1 (satu) 
bu lan setelah dokumen pelaksanaan anggaran 
d i t c r ima oleh kepala Perangkat Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan RTP 

Pasal 12 

Dokumen Penilaian Resiko harus segera d i komun ikas ikan 
kepada setiap pegawai pada Perangkat Daerah. . 

Pasal 13 

Kegiatan pengendal ian yang ada da lam dokumen RTP 
menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan u t a m a 
Perangkat Daerah. 

Pasal 14 : 

Dokumen Penilaian Resiko Perangkat Daerah, dapat 
d iperba ik i sesuai dengan: :- : 
a. has i l pemantauap dan Evaluasi oleh kepala Perangkat 

Daerah; 
b. hasi l Evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat ; 



c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat: 
Daerah yang d i l akukan oleh ins tans i yang 
berwenang; dan • ! ;f • ; . V 

d. scbab la innya yang sesuai kc tentuan dan k c b u t u h a n 
Perangkat Daerah. = ? 

Pasal 15 

Pedoman penyelenggaraan Penilaian Res iko ' pada 
Perangkat Daerah sebagaimana t c r can tum dalam 
Lampiran , yang merupakan bagian t idak terp isahkan 
dar i Peraturan B u p a t i i n i . 

- - BAB I I I 
KELEMBAGAAN PENILAIAN RESIKO 

Pasal 16 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan - Penilaian ; Resiko, 
kepala Perangkat Daerah ber t indak sebagai penanggung 
j awab kegiatan Penilaian Resiko. 

(2) Sekretaris/kepala bagian pada Perangkat Daerah 
sebagai koordinator pelaksanaan : kegiatan Penilaian 
Resiko. yl • . >•. 

(3) Setiap kepala Perangkatf " Daerah me lakukan 
pemantauan dan Reviu u n t u k mcmas t ikan bahwa 
dokumen RTP te lah sesuai Irencana dan sepanjang 
d iper lukan dapat d i l akukan perbaikan. 

BAB IV t 
PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal 17 

(1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan 
RTP. 

(2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana d imaksud pada4. 
ayat (1), d i t u j u k a n kepada Bupa t i mela lu i Inspektorat . 
pal ing lambat akh i r bu lan Februar i pada t a h u n 
ber ikutnya. - , v 

Pasal 18 

(1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat . 
(2) Hasi l Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), d isampaikan kepada Bupa t i dan kepala 
Perangkat Daerah. . . 

(3) Tata cara Evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), menggunakan pedoman 
Evaluasi penyelenggaraan SPIP yang d i te tapkan me la lu i 
Keputusan Inspektur . T ' 



BAB V 
PEMBIAYAAN 

Pasal 19 ; 

Segala biaya yang t i m b u l ak ibat d i te tapkan Peraturan 
Bupat i i n i d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Dompu. 

BAB VI - V 
• KETENTUAN PENUTUP {f ;Ji ; \' 

Pasal 20 

Peraturan Bupa t i i n i mulaL ber laku pada -.tanggal 
d iundangkan . - • •;? - ;.y, I. \ '., ,\ ; • 
Agar setiap orang mengetahuinya, . memer in tahkan 
pengundangan pera turan Bupa t i i n i dengan 
penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Dompu . 

Di te tapkan d i Dompu 

D iundangkan d i D o m p u 
pada tanggal 

SEKRETARfS DAERAH 
K A B U P A T E N / D O M P U , 



- ; LAM PI RAN • ; ; > f-'. 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOMPU 
NOMOR •£$ TAHUN 2018 r: 

- ' - TENTANG i^-'r 
PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA 
PERANGKAT DAERAH : D I LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU. 

PEDOMAN PENILAIAN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 

I . PENDAHULUAN . '-. : ' . ' V\V.fAj/i-.:'--. . 
A. Latar Belakang . ; • : f"-}//-f 4 4 \ 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2008 tentang Sistem 
Pengendalian In t e rn : i Pemerintah, khususnya .bagian ket iga 
Pasal 13 ayat (1) ya i tu P impinan Instansi .Pemerintah wajib 
me lakukan peni la ian Resiko; dan 

2. Da lam rangka peningkatan kual i tas j penerapan SPIP 
d iper lukan Pedoman" Penilaian Resiko yang dapat d i gunakan 
u n t u k menyusun Dokumen Penilaian Resiko sebagai 
pengendalian atas Kegiatan Utama pada se luruh Perangkat 
Daerah d i l ingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompu . 

B. Tu juan penyusunan pedoman i n i d imaksudkan sebagai acuan 
bagi pengembangan kebi jakan, perencanaan s t r u k t u r , sistem 
dan prosedur yang terka i t dengan penerapan Penilaian Resiko 
d i s c lu ruh l ingkungan Pemerintahan Kabupaten Dompu. 

C. Tu juan dan manfaat penerapan peni laian resiko 
1. Penerapan Penilaian Resiko d i l ingkungan Pemerintahan 

Kabupaten D o m p u ber tu juan u n t u k : 
a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk resiko secara 

efektif dan cfisien; 
b. mengidenti f ikasi , mengukur , d a n , mengendal ikan resiko 

serta mcmantau kiner ja penilaian resiko; dan 
c. mengintcgrasikan proses peni la ian resiko ke da lam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi k iner ja d i perangkat 
daerah. 

2. Manfaat penerapan Penilaian Resiko: % 
a. Menghindarkan: . ; ter jadinya h a l - h a l - y a n g t i dak d iharapkan 

• da lam bentuk : ; . / ;•. . V 
1) ke luhan m a u p u n keberatan d a r i : para pemangku 

kepentingan (stakeholder) t e rutama masyarakat 
Kabupaten Dompu atas Kegiatan Perangkat Daerah; 

2) t imbu lnya penyimpangan yang ; dapat d ipermasalahkan 
oleh Ins t i tus i penegak h u k u m , Instansi pemeriksa, APIP, 
a tau LSM; 

b. Meningkatkan mutu/kua l i t a s kiner ja Perangkat Daerah; dan 
c. Men ingkatkan eflsjensi dan efektivitas i penggunaan ;sumber 

daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan 
Perangkat Daerah. 

D. Pr ins ip-pr ins ip Penerapan Penilaian Resiko 
1. Patuh terhadap peraturan• perundang-undangan: Resiko-Rcsiko 

u t a m a yang harus • mendapat perf lat ion : adalah Resiko 
ke t idakpatuhan terhadap berbagai v pera turan ^ perundang-
undangan. Demik ian • pu l a langkah- langkah ^ pengendalian 



Resiko j u g a harus : memperhat ikan -kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 

2. Bcror ientasi Jangka Panjang: Pengendalian Resiko . t i dak hanya 
u n t u k mengatasi ;Resiko-Resiko j angka pendek tetapi j uga 
harus mempert imbangkan kemungk inan dan dampaknya 
secara j angka panjang. 

3. Ber imbang: -Uft-v' '. - -:; > ' ' 
a. keputusan yang . d iambi l da lam penerapan peni la ian 

resiko harus memperhat ikan kepent ingan pemangku 
kepentingan (stakeholder) secara ber imbang dan t idak 
mendahu lukan pemangku kepent ingan (stakeholder) t e r t entu ; 
dan . i \ ' : \ : 

b. da lam proses peni la ian resikoj dan 1 angkah-1 angkah 
pengendal iannya :.harus memperhat ikan bahwa L biaya 
pengendalian resiko t idak boleh ' l eb ih besar dar i 
konsekuensi resiko i t u sendir i . 

I I . STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RESIKO 
A. Strategi Penerapan Penilaian Resiko 

Berdasarkan karakter i s t ik , tugas, fungsi , Resiko yang d ihadapi serta 
kond is i l ingkungan pengendalian yang d ihadapi setiap Perangkat 
Daerah d i l ingkungan : Pemerintahan Kabupaten Dompu , m a k a 
strategi penerapan Penilaian Resiko me l ipu t i ; 2 ^ 
1. me lakukan peni la ian resiko dan pengendalian resiko atas 

kegiatan u t a m a pada perangkat daerah yang mempunya i 
dampak nega t i f yang ; s i gn i f i kan terhadap pencapaian t u j u a n 
dan sasaran perangkat daerah yang telah d i te tapkan da lam 
dokumen renstra dan perjanj ian kiner ja kepala perangkat 
daerah; , -"-.•:-;.;Y:-U- ; :- ; ' " 

2. kepast ian bahwa s c lu ruh resiko telah ter ident i f ikasi dan 
terdapat kegiatan pengendalian yang terencana dan t e r u k u r 
u n t u k menjaga terjadinya resiko dan dampak yang d i t i m b u l k a n ; 

3. menyiapkan sarana dan prasarana j yang me l iput i sumber 
daya manus ia dan in f r a s t ruk tu r u n t u k pengendalian resiko; 

4. mengintegrasikan peni la ian resiko da lam perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban , program dan kegiatan 
u n t u k mencapai t u j u a n serta sasaran yang te lah d i te tapkan; ) 
dan 

5. me lakukan pemantauan secara terus mcnerus u n t u k perba ikan 
- p a d a saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, a tau u n t u k 

bahan perencanaan ber ikutnya . 
B. Kebijakan Skala Resiko: , 

1. t ingkat resiko d i t en tukan berdasarkan t ingkat konsekuensi 
a tau dampak resiko dan kemungk inan terjadinya resiko; dan 

2. t ingka t konsekuensi d a n t ingka t k e m u n g k i n a n t e r j a d i n y a 
resiko menggunakan 5 t ingkatan (level).; 

I I I . PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RESIKO 
Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko terdir i 
dar i 5 tahapan, d imu la i ;dar i Penyusunan; Daftar Tu juan . sampai 
penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Bupa t i pada saat 
penandatangan Perjanjian Kinerjcf Kepala Perangkat Daerah, y a i tu : 
7 . Tahapan Penyusunan Daftar Tu juan atas Kegiatan Utama Perangkat 

Daerah. -



Kegiatan pada tahapan i n i akan menghas i lkan Daftar Tu juan 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 1. Tahapan 
i n i t e rd i r i dar i kegiatan: 
1. Mengidenti f ikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah. 

Sasaran Startegis : Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat 
da lam dokumen-dokumen be r i ku t ini*. 
a. Sasaran-sasaran yang d i te tapkan da lam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dompu;:• 

b. Tugas dan fungsi :Perangkat Daerah yang d i te tapkan oleh 
Peraturan Kabupaten Dompu ; 

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 
d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; 
e. Renja Perangkat Daerah; 
f. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan 
g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah. i 

2. Mengidenti f ikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah i pada dasarnya dapat 
di ident i f ikasi da lam dokumen-dokumen ber iku t i n i : 
a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 
b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; 
c. Renja Perangkat Daerah; 
d. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan — 
e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 

3. Menyusun Daftar Tu juan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah 
Langkah kerja Penyusunan T u j u a n ; Kegiatan Utama pada 
Perangkat Daerah adalah sebagai ber ikut : 
a. Kepala Perangkat Daerah sebagai -penanggung j awab 

penerapan Penilaian Resiko meng ins t ruks ikan secara 
tertul is kepada se luruh pejabat : s t r u k t u r a l d i bawahnya 
u n t u k menyusun Daftar Tu juan a tas ; Kegiatan d i masing-
masing u n i t (bidang/bagian d i Perangkat Daerah); 

b. Kegiatan penyusunan Daftar Tu juan atas Kegiatan Utama 
d i masing-masing u n i t d i l akukan dengan me l iba tkan 
sebanyak m u n g k i n personi l d i masing-masing u n i t yang 
memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah; 

c. Mekanisme penyusunan Daftar N T u j u a n atas Kegiatan, 
Utama d i masing-masing u n i t d iu t amakan me la lu i Focus 4 
Group Discusion (FGD); 

- d . Daftar Tu juan atas Kegiatan Utama yang d ihas i lkan d i 
masing-masing u n i t d i tandatangani . oleh masing-masing 
Pejabat eselon 3 u n t u k d i k u m p u l k a n d i Sekretaris/Kepala 
Bagian Perangkat Daerah; 

e. Dokumen Daftar Tu juan atas Kegiatan Utama yang d ihas i lkan 
d i masing-masing u n i t k emud ian dibahas d i t ingka t 
p imp inan Perangkat Daerah u n t u k d i l akukan perbaikan; 

f. Dolcumen Daftar Tu juan atas Kegiatan Utama yang sudah 
d iperba ik i d i tandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 
3 dan kepala Perangkat Daerah; dan 

g. Dokumen Daftar T u j u a n (bersama dengan Daftar Resiko 
dan Dokumen RTP) merupakan salah kelengkapan atas 
Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang d iserahkan kepada 
TAPD. 

Tahapan Penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan Utama 
Perangkat Daerah. 



Kegiatan pada tahapan i n i akan menghasi lkan Daftar Resiko atas 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 2. Tahapan 
i n i terd i r i dar i kegiatan: 
1. Mengidenti f ikasi Resiko yang d ihadapi dalam Kegiatan Utama 

Perangkat Daerah. 
Identi f ikasi Resiko adalah proses menetapkan apa, d imana, 
kapan, mcngapa, dan bagaimana scsuatu dapat terjadi, 
schingga dapat berdampak ncgati f terhadap pencapaian 
tu juan/sasaran Perangkat Daerah .atau tu juan/sasaran 
Kegiatan. Salah sa tu _- aspek pent ing da lam ident i f ikasi Resiko 
adalah mcmperoleh data Resiko sebanyak-banyaknya. 
Data Resiko dapat diperolch mela lu i : 
a. Dokumen hasi l pemeriksaan oleh BPK da lam beberapa 

t a h u n terakhir ; .'•. r > f •" "'' 
b. Dokumen has i l pengawasan oleh BPKP da l am beberapa 

t a h u n terakhir ; >; 7 "'i*-'}. ^ v'' 
c. Dokumen has i l pengawasan oleh Inspektorat Provinsi 

NTB/Kabupaten D o m p u da lam beberapa t a h u n terakhir ; 
d. Penanganan kasus oleh instans i penegak h u k u m ; 
c. Laporan masyarakat (LSM); dan 
f. Informasi dar i pegawai d i SKPD yang bersangkutan. 
Langkah kerja ident i f ikasi Resiko : • {' 
Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung j awab 
penerapan Penilaian Resiko meng ins t ruks ikan secara ter tu l i s 
kepada se lu ruh pejabat s t r u k t u r a l d i bawahnya u n t u k 
menyusun Daftar Resiko atas Kegiatan d i masing-masing u n i t : 
a. Kegiatan penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan d i 

masingmasing u n i t d i l akukan dengan me l iba tkan 
sebanyak m u n g k i n personil d i masing-masing u n i t yang 
memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah; 

b. Mekanisme penyusunan Daftar Resiko atas Kegiatan d i 
masingmasing u n i t d iu tamakan mela lui Focus Group 
Discusion (FGD); 

c. Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang d ihas i lkan d i 
masingmasing u n i t d i tandatangani oleh masing-masing 
Pejabat eselon 3 u n t u k d i k u m p u l k a n d i Sekretaris /Kepala 
Bagian pada Perangkat Daerah; 

d. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang 
d ihas i lkan d i masing-masing u n i t k emud ian dibahas d i 
t ingkat p imp inan Perangkat Daerah u n t u k d i l akukan 
perbaikan; 

e. Dokumen Daftar Resiko atas Kegiatan Utama yang sudah 
diperbaik i d i tandatangani oleh masing-masing pejabat 
eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan 

f. Dokumen Daftar Resiko (bcrsama dengan Daftar Tu juan 
dan Dokumen RTP) merupakan salah kelengkapan ' atas 
Dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada TAPD. 

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana T indak Pengendalian 
(RTP). 
Tahap penyusunan Dokumen R T P adalah tahap menuangkan 
rencana t indak da lam - sua tu dokumen yang memper l iha tkan 
pr ior i tas penanganan Resiko yang d ihas i lkan dar i tahapan 
sebeiumnya. Tahapan i n i terd i r i dar i kegiatan: 
1) Menganalisis Resiko yang ter identi f ikasi . ; , . 



Resiko yang d ihas i lkan dar i tahapan identi f ikasi Resiko 
selanjutnya d i l akukan analisis Resiko. Analisis Resiko u n t u k 
mengetahui level/tingkat Resiko yang d ihas i lkan dar i besaran 
kemungk inan ter jad in ja Resiko dan dampak yang d ihas i lkan 
dar i terjadinya Resiko tersebut. Analisis Resiko menggunakan 
fo rmul i r Anal is is Resiko sebagaimana Format -3 . Ma t r i ks 
T ingkat K e m u n g k i n a n : ter jadinya Resiko dapat d i l iha t pada 
Format 4. Sedangkan Matr iks T ingkat Dampak yang d ihas i lkan 
dar i ter jadinya Resiko dapat d i l iha t pada; Format • 5. Anal is is 
Resiko pent ing u n t u k : menge tahu i ; level/tingkat ; Resiko dan 
pr ior i tas penanganan Resiko oleh Perangkat Daerah. 

2) Menyusun t i ndakan pengendalian yang seharusnya ada. J : 
Setelah memi l ik i data level/tingkat Resiko, tahapan selanjutnya 
adalah mendokumentas ikan se lu ruh Kegiatan Pengendalian yang 
d i b u t u h k a n u n t u k pengendalian atas Resiko yang ter ident i f ikasi , 
ba ik t i ndakan yang sudah d i l akukan m a u p u n be lum d i l akukan . 
Kegiatan Pengendalian yang d i b u t u h k a n t e rmasuk Kegiatan 
Pengendalian yang sudah ada/d i lakukan m a u p u n yang be lum 
d i l akukan oleh Perangkat Daerah. 

3) Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang. 
Tahapan i n i be r tu juan mendokumentas ikan apa yang te lah 
d ibuat (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah da lam 
mengendal ikan Resiko . yang ter identi f ikasi . : . 

4) Mcngevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang. 
Tahapan selanjutnya adalah :. mengevaluasi apakah 
pengendalian yang te lah d ibua t (ada/terpasang) u n t u k 
mengelola Resiko te r tentu sudah c u k u p dan efektif. , 
Ada . kemungk inan . bahwa pengendalian yang sudah 
dirancang dengan ba ik n a m u n t idak dapat berjalan/bekerja 
efektif sebagaimana t u j u a n yang d i ing inkan . Evaluasi atas 
cfektifitas pengendalian pe r lu d i l akukan u n t u k menentukan 
apakah ketidakefekti fan tersebut disebabkan ket idakcocokan 
a tau ke t idakcukupan rancangannya a tau permasalahan pada 
saat pelaksanannya. 
Dalam tahapan i n i akan ada 4 kemungk inan celah yang 
ter identi f ikasi : 

. a. Pengendalian sudah ada n a m u n , t idak sesuai dengan * 
peraturan d i atasnya; 

b. Pengendalian sudah ada n a m u n ; be lum memi l i k i/ 
d i jabarkan kedalam prosedur b a k u ; ; 

c. Pengendalian be lum ada sama sekal i m a k a pe r lu d ibuat/ 
d isusun Pengendalian terkai t ; dan 

d. Pengendalian sudah ada, te lah memi l ik i/d i jabarkan ke 
'dalam prosedur baku , n a m u n be lum d i laksanakan. . 

5) Ident i f ikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian 
Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ' ada 
dapat . d i ident i f ikas i : adalah mengidenti f ikasi . kegiatan 
pengendalian yang cocok da lam rangka perba ikan pengendalian. 
Tahapan i n i harus mempert imbangkan cost and benefit dan 
t idak men imbu lkan .proses kegiatan tambahan yang 
mcmbcra tkan . (pengendalian harus melekat d i da lam proses 
bisnis). Formul i r yang d igunakan u n t u k kegiatan pada angka 
2 s.d 5 ada pada Format 6. 

6) Penyusunan Dokumen Rencana T indak Pengendalian (RTP). 



Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian Resiko 
dapat ter identi f ikasi tahap ber ikutnya adalah penyusunan 
Dokumen Rencana T indak Pengendalian (RTP). : 

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana T indak 
Pengendalian (RTP): ... 
a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung j awab 

penerapan Penilaian Resiko meng ins t ruks ikan secara 
ter tu l i s kepada se luruh pejabat s t r u k t u r a l d i bawahnya 
u n t u k menyusun ; RTP atas Kegiatan Utama d i masing-
masing u n i t ; --. y 

b. Kegiatan penyusunan RTP atas Kegiatan Utama d i 
masingmasing u n i t d i l akukan ; dengan mel ibatkan 
sebanyak m u n g k i n personi l d i masing-masing u n i t yang 
memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah, . Resiko atas 
kegiatan Utama dan car a penanganan Resiko; 

c. Mekanisme penyusunan RTP atas Kegiatan d i masing
masing u n i t d iu t amakan me la lu i JFocus Group Discusion 
(FGD); ; J 

d. Dokumen RTP yang d ihas i lkan d i masing-masing u n i t 
d i tandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 
u n t u k d i k u m p u l k a n d i Sekretaris Perangkat Daerah; 

c. Dokumen RTP yang d ihas i lkan -di masing-masing u n i t 
kemud ian dibahas d i t ingka t p imp inan Perangkat Daerah 
u n t u k d i l akukan perbaikan; 

f. Dokumen has i l analisis Resiko atas Kegiatan yang sudah 
d iperba ik i selanjutnya d i tandatangani oleh masing-masing 
pejabat eselon 3 dan kepala SKPD; d a n 

g. Dokumen RTP (bersama dengan Daftar T u j u a n d a n Daftar 
Resiko) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen 
RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPDr 

Formul i r RTP dapat d i l iha t pada Format 7. 
4. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Resiko oleh Inspektorat . 

1. Dokumen Penilaian Resiko yang te rd i r i da r i Daftar Tu juan , 
Daftar Resiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan 
dar i dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh 
Kepala Perangkat Daerah kepada TAPD; -v v 

2. Inspektorat , bersamaan dengan kegiatan Reviu atas - RKA-.. 
Perangkat Daerah juga me lakukan reviu atas Dokumen Penilaian ! 
Resiko; 

3. Hasi l rev iu . dar i .-" Inspektorat d i jadikan dasar • sebagai 
perbaikan atas Dokumen Penilaian Resiko; ; 

4. Draft Dokumen Penilaian Resiko dapat d iperba ik i sesuai 
dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. 

5. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko kepada Bupa t i 
1. Setelah pengesahan APBD, se luruh Kepala Perangkat Daerah 

harus memfmalkan Dokumen Penilaian / Resiko yang akan 
d iserahkan kepada Bupa t i ; I -

2. Dokumen Penilaian Resiko yang d i tandatangani oleh Kepala 
Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupa t i mela lu i 
Inspektorat ; dan 4 :ft; : . 

3. Penyerahan Dokumen Penilaian Resiko d i laksanakan pada 
saat penandatanganan dpkumen perjanj ian k iner ja kepala 
Perangkat Daerah yang d i l akukan pa l ing lambat 1 (satu) 
bu l an setelah dokumen pelaksanaan (DPA) d i te r ima oleh kepala 
Perangkat Daerah. 



IV. PELAKSANAAN RTP 
1. Dokumen Penilaian Resiko harus segera d ikomun ikas ikan 

kepada sebanyak m u n g k i n pegawai pada Perangkat Daerah. 
2. Kegiatan Pengendal ian: yang ada dalamr Dokumen RTP menjadi 

acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah. •' ' : . 
3. Perangkat Daerah waj ib membuat Laporan Pelaksanaan RTP 

yang d i t u j u k a n kepada: Bupa t i mela lu i Inspektorat pa l ing lambat 
akh i r bu l an Februar i t a h u n ber ikutnya . Pelaporan menggunakan 
Format 8 dan Lampiran 9. 

V. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP 
Setiap Kepala Perangkat Daerah harus me lakukan pemantauan dan 
rev iu u n t u k memast ikan bahwa dokumen RTP te lah d i laksanakan 
sesuai rencana dan sepanjang d ipe r lukan dapat d i l a k u k a n 
perbaikan atas Dokumen RTP. 

- V I . EVALUASI ATAS PEUUCSANAAN RTP 
Evaluasi atas pelaksanaan RTP d i i akukan oleh Inspektorat 
Kabupaten D o m p u dengan menggunakan pedoman evaluasi yang 
d i te tapkan oleh Inspektur Kabupaten D o m p u . : 


